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ABSTRAK 

UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA 

PENCURIAN HEWAN TERNAK DI DESA NGINAMANU 

KECAMATAN WOLOMEZE KABUPATEN NGADA DITINJAU DARI 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 

TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

 

RAYNELDIANA DIKE 

E-mail: dhikeneldis@gmail.com 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakkan 

hukum dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak yang 

pelakunya tidak diketahui di Desa Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten 

Ngada serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat 

penegakkan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data 

penelitian diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis 

secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakkan 

hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Soa dalam mengungkap pelaku 

tindak pidana pencurian hewan ternak dilakukan melalui penerimaan laporan polisi, 

tindakan penyelidikan dengan mendatangi dan melakukan olah Tempat Kejadian 

Perkara (TKP), pencarian barang bukti dan jejak yang masih tersedia, pemeriksaan 

saksi, koordinasi dengan pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat 

dan masyarakat, serta pendekatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi 

mengenai keberadaan ternak maupun kemungkinan pelaku. Meskipun berbagai 

upaya tersebut telah dilakukan, identitas pelaku dalam kasus yang diteliti belum 

berhasil diketahui. Faktor-faktor yang menghambat penegakkan hukum meliputi 

kurangnya alat bukti, lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang sulit dijangkau, 

rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana kepolisian, 

serta faktor budaya masyarakat. Kurangnya alat bukti disebabkan tidak 

ditemukannya jejak atau bukti yang cukup untuk mengidentifikasi pelaku, 

sedangkan lokasi TKP yang jauh dari permukiman dan kondisi geografis berupa 

perbukitan, kebun, serta kawasan hutan menyulitkan proses penyelidikan. 

Rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap konflik 

dan hubungan kekeluargaan, sementara keterbatasan sarana dan prasarana 

memengaruhi kecepatan dan efektivitas petugas dalam menjangkau lokasi kejadian. 

Faktor budaya masyarakat yang menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan dan 

penyelesaian secara adat juga menyebabkan sebagian masyarakat enggan 

memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. 

 

Kata Kunci: Penegakkan Hukum, Pencurian Hewan Ternak, Penyelidikan, Faktor 

Penghambat. 
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ABSTRACT 

LAW ENFORCEMENT EFFORTS REGARDING LIVESTOCK 

THEFT IN NGINAMANU VILLAGE, WOLOMEZE DISTRICT, 

NGADA REGENCY: AN ANALYSIS BASED ON LAW OF THE 

REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE 

CRIMINAL CODE 

 

RAYNELDIANA DIKE 

E-mail: dhikeneldis@gmail.com 

 

This study aims to examine and analyze law enforcement efforts to identify 

perpetrators of livestock theft where the offender remains unknown in Nginamanu 

Village, Wolomeze District, Ngada Regency, as well as to identify and analyze the 

factors hindering law enforcement regarding this crime. The study employs an 

empirical legal research method with a socio-legal approach. Data were collected 

through interviews and literature reviews, then analyzed using a descriptive-

qualitative method. The results indicate that law enforcement efforts by the Soa 

Sector Police to identify perpetrators involved receiving police reports; conducting 

investigative actions such as visiting and processing the crime scene; searching for 

available evidence and traces; questioning witnesses; coordinating with village 

officials, community police officers (Bhabinkamtibmas), community leaders, and 

the public; and engaging the community to gather information on the livestock's 

whereabouts or potential suspects. Despite these efforts, the perpetrators' identities 

in the cases studied remain unknown. Factors hindering law enforcement include a 

lack of evidence, the inaccessibility of crime scene locations, low community 

participation, limited police facilities and infrastructure, and local cultural factors. 

The lack of evidence stems from the failure to find sufficient traces or proof to 

identify the perpetrator, while the crime scenes' remoteness from settlements—

combined with hilly terrain, plantations, and forest areas—complicates the 

investigation process. Low community participation is driven by concerns 

regarding conflict and kinship ties, whereas limited facilities and infrastructure 

affect the speed and effectiveness of officers in reaching the scene. Cultural 

factors—specifically the high value placed on kinship and customary dispute 

resolution—also cause some community members to be reluctant to provide 

information to law enforcement officials. 

 

Keywords: Law Enforcement, Livestock Theft, Investigation, Hindering Factors. 
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